PROVINSI SULAWESI UTARA
| BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR I' TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN HUKUM TUA
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka dipandang perlu mengatur mengenai besaran
tunjangan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan,;
b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Tunjangan
Hukum Tua di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438});
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
| sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
‘ Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2016 Nomor 3);

10. Peraturan...
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Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor
9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 9 Seri A);

11. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2016 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 69 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
HUKUM TUA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN
2017

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini yang dimaksud

dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten
Minahasa Selatan.

Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

5. Pemerintah ...




LRl 9 ZDQDJ

‘2107 ueredduy unye], ueje[es eseyeuljy usjednqey] yeroeq
efuerog ueq uejedepusd uere§8uy werep uexduenyip Suek

BS9(] BUR( ISENO[Y LEpP enJ, wniyny ueduelfun], eueq Jequng

b Tesed

VAL NAMNH NVONVONNL NVAVSEE NVA JddN0S

III gavd

“esa(] yexeredsely epeday ueuedead uexjeyduiuswl ‘q
‘en], wnyny ueeisjyelosay uexjesjduiuowr ‘e

: In3LIeq refeqes yerepe en], wnyiny ueduelun], uening,

€ [esed
L10C
unye], eso( eluepg uejedepusq uep ueredduy ueunsniuad

werep uewopad redeqes r1ur pedng ueinjeidd pnsyen

Z resed
NVACNL NV dOSAVIA

II gvd

‘Jerse
YejuLews UEp YejuLlawdd LIep Se3N} ueyeuesyeaul .
uep eAueseg e88ue} yewnl  uexereddus[eiusw
jynyun  ueqifemoy uep sedny ‘Sueuomom relundwowr
Suel esog yejunewag 3Jeqelfed yerepe eny wniynH ‘6
"yeiae(] eluepg uep uejedepusd ueredduy
wreep ejelro) 3ueik ess( eue(] yerepe sy eue( ISENO[Y 'Q
"es9(] UBUBIULISWR Ueunye; ueduenay
eUBOUAI yerepe esa( elueeg uep uejedepusq ueredduy -
"eso( uejeIlemeASNULISd uepeq eweslaq rpexedasip
uep seBUR(QIp yB[eles enj, wniny yos[0 uexdeiayp Suel
ueduepun-Suepuntad ueinjerad yerepe eS9( UBINJBIS ‘9
"es9(J ueyeluLIowsd ereddusraduad ansun
redeqes eso( jesfBuelsd ys[o myueqrp enj, wnny jngssip
edunfuees Sued esag eredsy yerepe eso( YeIULloWod G




Pasal 5
Tunjangan Hukum Tua per bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
(Satu Juta Rupiah)

Pasal 6

Tunjangan Hukum Tua ditransfer melalui Kas Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan ke Kas Desa dan dituangkan
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi Pegawai Negeri Sipil Pelaksana Tugas sebagai Hukum Tua

tidak mendapat Penghasilan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 8

Dengan diundangkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hukum Tua Di
Kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

BAB YV ...




BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2017

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ...




